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sebaliknya banyak kasus Narkotika yang tidak dapat menerima rehabilitasi
melainkan di beri sanksi hilang kemerdakan yang menyebabkan meraka
semakin terpuruk, tidak mengobati . lembaga pemasayarakatan seharusya
tidak membuat orang semakin lebih buruk dari sebelumnya sesorang masuk

ke lembaga pemasyarakatan.

BAB IlI
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian, baik penelitian kepustakaan maupun
penelitian lapangan, serta analisis yang telah penulis lakukan pada Bab
terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap
permasalahan dalam penelitian hukum ini sebagai berikut:
1. Pemidanaan terhadap pecandu Narkotika belum sesuai dengan tujuan
pemidanaan karena:
a. Salah satu tujuan pemidanaan adalah memasyarakatkan terpidana
dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik

dan berguna, Tujuan ini belum dapat dicapai terhadap pecandu
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Narkotika karena pembinaan pecandu narkotika disamakan dengan
narapidana lain yang melakukan tindak kriminal  berbeda.
Pembinaan yang dilakukan terhadap pecandu narkotika seharusnya
lebih khusus.

b. Fasilitas di dalam lembaga pemasyarakan belum memadai untuk
membina pecandu Narkotika karena fasilitas di dalam lembaga
pemasyarakatan sangat minim dan terbatas untuk membina pecandu
narkotika agar dapat berhenti mengunakan Narkotika.

c. Tujuan pemidanaan yang lain adalah membuat pelaku menjadi jera.
Tujuan ini juga belum tercapai terhadapa pecandu narkotika karena

pecandu Narkotika di Indonesia masih terus meningkat.

2. Sarana dan prasarana di lembaga pemasyarakatan sangat belum
mendukung untuk upaya rehabilitasi para pecandu Narkotika karena
untuk merehabilitasi pecandu narkotika membutuhkan fasilitas khusus
seperti obat-obatan salah satunya methadone selain itu juga
membutuhkan fasilitas medis siap siaga dalam 24 jam bila terjadi sakaw
terhadap pecandu narkotika. Dalam lembaga pemsayarakatan belum
memiliki obat-obatan khusus untuk pecandu juga para dokter dan prawat
yang siap siaga 24 jam. Sumber daya manusianya juga masih sangat

terbatas karena untuk merehabilitasi pecandu narkotika secara sosial
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dibutuhkan orang-orang yang memiliki kemampuan khusus dibidangnya
tetapi lembaga pemasyarakatan belum memiliki sumber daya yang

khusus membidangi rehabilitasi sosial terhadap pecandu narkotika.

B. Saran
Dari kesimpulan di atas, maka penulis diakhir penulisan hukum atau
skripsi ini ingin memberikan saran yang dapat membantu dan dapat
berguna bagi semua pihak. Pecandu Narkotika seharusnya tidak dipidana
melainkan direhabilitasi medis dan direhabilitasi sosial. Bagi pecandu
yang memiliki Narkotika hanya untuk dikonsumsi sendiri sebaiknya di

pertimbangkan untuk direhabilitasi.
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